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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

 

Pengadilan  Negeri  Bangko,  yang  memeriksa,  mengadili  dan  memutus

perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggungat

Nama : Sudjarwo;

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 19 September 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat Tinggal : Jln.  Imam  Bonjol,  No.  28,  RT.18/05  Kelurahan

Pematang Kandis, Kecamatan Bangko;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

II. Tergugat

Nama : Idaman Huri Siregar;

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 03 Agustus 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat Tinggal : RT.32, Wilayah Pasar Baru Kecamatan Bangko;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca :

Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bangko,  Nomor  7/Pdt.G  /

2023/PN.Bko, tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini;

Penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bangko,  Nomor  7/Pdt.G/2023/PN

Bko, tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan

ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan ini;
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Surat  Gugatan  Penggugat,  tanggal  22  Maret  2023  yang  diterima  dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 30 Maret

2023  dan  terdaftar  dibawah  Register  perkara  perdata  Gugatan

Nomor7/Pdt.G/2023/PN Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G /2023/PN

Bko tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir dan

Tergugat  hadir  pada  persidangan  tanggal  23  Maret  2023  dan  pada  hari

persidangan  itu  juga  Penggugat  telah  mengajukan  surat  pencabutan  perkara

secara tertulis atas Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bko;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana

Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat

belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan

gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Majelis  Hakim  belum  menerima

Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak

hak  dari  Penggugat  dan  dapat  dilakukan  secara  sepihak  tanpa  persetujuan

Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup

beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut  dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa  atas  dasar  pertimbangan  tersebut  diatas  Hakim

berpendapat  permohonan  pencabutan  perkara  yang  diajukan  oleh  Penggugat

cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebankan segala biaya yang

timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan  Pasal  271  RV  dan  peraturan  –  peraturan  lain  yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN  :

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut  gugatan

dalam perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G /2023/PN Bko;

2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
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3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri  Bangko untuk

mencatat  pada  Register  perkara  yang  bersangkutan  tentang  pencabutan

perkara ini;

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar  biaya perkara

ini sejumlah Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  pada  hari  Selasa  tanggal  23  Mei  2023  oleh

Zulfanurfitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Miryanto, S.H.,

M.H., dan Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari,  S.H.,  sebagai  Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota               Hakim Ketua Majelis,

Miryanto, S.H., M.H.,              Zulfanurfitri, S.H.,

           

Abdul Hasan, S.H., 

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, S.H., 

Perincian biaya  :

1. Biaya Pendaftaran           Rp.     30.000,00

2. Biaya pemberkasan/ATK           Rp.     75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp.  275.000,00 

4. PNBP permohonan pencabutan Rp.    10.000,00

5. Materai Rp.    10.000,00

6. Redaksi putusan                                             Rp.    10.000,00  
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Jumlah Rp.   410.000,00 

Terbilang (Empat ratus sepuluh ribu rupiah)
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